LAKIP 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasannya asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber-sumber publik kepada masyarakat pemilik sumber-sumber publik tersebut maka salah satu upaya penyempurnaan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah tersebut adalah dengan diterbitkannya Inpres No.7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategik (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), disamping kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan kepada Presiden selaku pemerintah, melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama Tahun anggaran 2015. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2º sampai 3º lintang selatan dan 115 sampai 116 bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Hulu Sungai Utara adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan isu strategis yang terkait dengan organisasi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai menerapkan “Strategi Pertumbuhan” dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Strategi pertumbuhan ditempuh karena adanya peluang untuk menambah kapasitas dan pengkayaan jenis pelayanan rawat jalan dan inap, dengan melakukan ekspansi pasar ke teknologi canggih.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. RSUD Pambalah Batung Amuntai merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh direktur RSUD Pambalah Batung Amuntai yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Direktur RSUD Pambalah Batung Amuntai mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan tugas rujukan. Tugas pokok dan fungsi RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pambalah Batung Amuntai.

D. Data Umum Organisasi

1. Dasar Hukum

Dasar hukum RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2010 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat 1 disebutkan RSUD Pambalah Batung Amuntai berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Pambalah Batung Amuntai menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis.

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan.

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

e. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis.

f. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan.

g. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis.

h. Pengelolaan ketatausahaan.

4. Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

a. Direktur

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kerjasama dan Hukum

2) Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

4) Unit-unit yang terdiri dari :

· Unit Pengadaan Barang/Jasa

· Unit Penyimpanan dan Pengurus Barang

· Unit Pembayaran

· Unit Pendidikan dan Pelatihan

· Unit Keamanan dan Parkir

c. Bidang Informasi, Promosi dan Layanan Pelanggan terdiri dari :

1) Seksi Rekam Medik dan Kearsipan

2) Seksi Promosi dan Pemeliharaan

3) Instalasi-Instalasi yang terdiri dari :

· Instalasi Rekam Medik

· Instalasi Arsip dan Perpustakaan

· Instalasi Promosi dan Layanan Pelanggan

· Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

d. Bidang Pelayanan terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Medik

2) Seksi Pelayanan Keperawatan

3) Instalasi-Instalasi yang terdiri dari :

· Instalasi Rawat Jalan

· Instalasi Rawat Inap

· Instalasi Gawat Darurat

· Instalasi Bedah Central

· Instalasi Perawatan Intensif

e. Bidang Penunjang Pelayanan terdiri dari :

1) Seksi Penunjang Medik

2) Seksi Penunjang Non Medik

3) Instalasi-Instalasi yang terdiri dari :

· Instalasi Farmasi

· Instalasi Patologi Klinik

· Instalasi Radiologi

· Instalasi Gizi

· Instalasi Rehabilitasi Medik

· Instalasi Kamar Jenazah

f. Dewan Penyantun

g. Komite Medik

h. Staf Medik Fungsional

i. Komite Keperawatan

j. Staf Keperawatan Fungsional

k. Komite Penunjang Medik

l. Staf Penunjang Medik Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga ahli dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur  melalui Kepala Bidang terkait. Struktur Organisasi terlampir.
Personalia RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak  363 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada RSUD Pambalah Batung Amuntai Per 31 Desember Tahun 2015
	GOLO-NGAN/ RUANG
	Umum
	Pelayanan
	Penunjang
	IPLP
	JUMLAH
	TOTAL

	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	I/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	I/b
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	3
	2
	5

	I/c
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	0
	2

	I/d
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	2
	9
	2
	11

	II/a
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3

	II/b
	1
	2
	0
	 
	1
	8
	0
	0
	2
	10
	12

	II/c
	1
	6
	3
	1
	0
	1
	4
	2
	8
	10
	18

	II/d
	0
	0
	4
	26
	1
	5
	 
	1
	5
	32
	37

	III/a
	1
	3
	9
	8
	2
	3
	1
	 
	13
	14
	27

	III/b
	2
	3
	6
	20
	4
	3
	2
	1
	14
	27
	41

	III/c
	0
	3
	9
	5
	2
	3
	2
	 
	13
	11
	24

	III/d
	3
	 
	12
	17
	2
	4
	2
	 
	19
	21
	40

	IV/a
	2
	 
	6
	 
	2
	 
	1
	 
	11
	0
	11

	IV/b
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1

	IV/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	IV/d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	IV/e
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	Kontrak
	7
	4
	21
	39
	3
	26
	21
	10
	52
	79
	131

	JUMLAH
	25
	21
	71
	116
	17
	53
	42
	18
	155
	208
	363

	TOTAL
	46
	187
	70
	60
	363
	 


Dari tabel di atas terlihat, jumlah pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai   berjumlah sebanyak 363 orang yang di dominasi oleh golongan III/b sebanyak 41 orang, III/d sebanyak 40 orang, II/d sebanyak 37 orang dan lain-lain.
E. Permasalahan utama pada tahun 2015
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa setiap kegiatan apapun yang dilakukan jarang sekali tidak luput dari berbagai permasalahan-permasalahan, walaupun permasalahan tersebut dicoba untuk diatasi, antara lain :
1. Selasar/lantai dasar ruang/bangunan terutama Ruang Rawat Jalan, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Gudang Barang masih rendah dibandingkan taman.

2. WC/kamar mandi sering buntu karena penumpukan sampah di saluran pembuangan oleh pasien/keluarga pasien.

3. Secara umum cat dinding sudah mulai buram/rusak.

4. Kurangnya Dokter dan perawat yang berstatus sebagai PNS. Saat ini di RSUD Pambalah Batung Amuntai dokter Spesialis/Umum yang berstatus tenaga kontrak berjumlah 5 (lima) orang dan PTT 1 (satu) orang sedangkan perawat dengan status tenaga kontrak berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang.

5. RSUD Pambalah Batung Amuntai telah memiliki Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa dan dalam persiapan membuka layanan rawat Inap Kesehatan Jiwa sehingga diperlukan tambahan SDM keperawatan. 

6. Kurangnya tenaga administrasi terutama Ruang Loket Penerimaan.

7. Belum adanya petugas rujukan ruangan dan ke RS lainnya sehingga beban tugas perawat ruang perawatan bertambah berat apabila banyak kasus rujukan.

8. Rendahnya peran serta pasien, keluarga pasien dan pengunjung lainnya dalam mentaati aturan-aturan rumah sakit.

9. Tidak tersedia tempat jemuran pakaian yang layak bagi pasien/keluarga pasien.

10. Kurangnya areal parkir kendaraan pengunjung serta karyawan.
11. Kurangnya tenaga keamanan RSUD Pambalah Batung sehingga pelayanan keamanan khususnya pada IGD masih belum terpenuhi.
F. Rencana Penanggulangan
Untuk kelancaran pelaksana kegiatan rutin, mutu dan tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka RSUD Pambalah Batung Amuntai mempunyai beberapa usulan/ rencana yaitu :

1. Ruang Rawat Jalan direncanakan dilakukan rehab pada tahun 2016. Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Gudang Barang dalam perencanaan tahun berikutnya.
2. Menyediakan tempat sampah khusus di setiap kamar mandi/wc ruang perawatan pasien.

3. Perlu pengecatan ulang.

4. Perlunya pengangkatan PNS bagi tenaga Dokter dan Perawat sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan.

5. Perlunya penambahan SDM keperawatan untuk rawat Inap Kesehatan Jiwa.

6. Perlunya penambahan tenaga administrasi loket penerimaan.

7. Perlunya penambahan petugas rujukan ruangan dan ke RS lainnya.

8. Untuk meningkatkan peran serta pasien, keluarga pasien dan pengunjung lainnya dalam mentaati aturan-aturan rumah sakit dilakukan dengan cara :

· Mengoptimalkan petugas keamanan (SATPAM) untuk melakukan teguran-teguran terhadap pelanggaran tata tertib rumah sakit kepada keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit.

·  Himbauan / pengumuman melalui pengeras suara.

9. Menyediakan tempat dan fasilitas jemuran bagi pasien/keluarga pasien.

10. Mengupayakan penataan parkir sehingga parkir lebih tertib dan aman.
11. Menambah tenaga keamanan RSUD Pambalah Batung Amuntai.
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